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Abstrak

Sholeh, Itsnaini, Firdausi, Nuzula. 2025. Hak-Hak Perempuan Sesudah Perceraian
di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-
Undang). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama
Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Shofiatul Jannah,
M.HI. Pembimbing 2: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag.

Kata Kunci: hak-hak perempuan, perceraian, Indonesia, Malaysia, hukum Islam,
studi komparatif

Dalam peradaban Islam, perceraian merupakan jalan terakhir untuk
menyelesaikan pertikaian rumah tangga. Akan tetapi, dalam konteks perlindungan
hukum, dampaknya terutama terhadap perempuan menimbulkan kesulitan
tersendiri. Pentingnya menjamin hak-hak perempuan selama perceraian, termasuk
iddah, mut’ah, dan hadhanah, menjadi dasar latar belakang penelitian ini.
Meskipun memiliki landasan hukum Islam, Indonesia dan Malaysia berbeda dalam
cara mereka menerapkan perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian dalam
hal undang-undang, proses peradilan, dan interpretasi hukum. Untuk menilai
kemanjuran dan kelemahan dalam sistem hukum kedua negara tersebut, diperlukan
pemeriksaan komparatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dan menganalisis
peraturan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia yang berkaitan dengan hak-
hak istri yang diceraikan dari sudut pandang hukum Islam dan peraturan perundang-
undangan yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif
komparatif ini berasal dari sumber hukum primer (seperti Undang-Undang
Perkawinan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang
Keluarga Islam Malaysia), yang didukung oleh sumber hukum sekunder dan tersier.
Teknik deskriptif-komparatif digunakan untuk memeriksa data, yang dikumpulkan
melalui tinjauan pustaka.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Malaysia dan Indonesia
telah menerapkan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian, ada
beberapa perbedaan yang signifikan. Hukum yang mengatur mut ‘ah, pemeliharaan,
maskan, dan hadhanah yang semuanya didasarkan pada kapasitas suami lebih rinci
dan eksplisit di Indonesia. Namun, di Malaysia, penerapan hak-hak ini bergantung
pada putusan Pengadilan Syariah dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti
nusyuz. Sistem hukum kedua negara memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri,
seperti yang terlihat dari perbedaan lain dalam proses penyelesaian konflik dan
batas-batas yurisdiksi pengadilan.

Meskipun hak-hak perempuan dalam perceraian telah mendapat perhatian
di kedua negara, hasil studi tersebut menyoroti bahwa masih ada kendala dalam
bentuk hambatan budaya, bias hukum, dan implementasi yang tidak merata.
Menurut penulis, kedua negara dapat meningkatkan standar perlindungan hukum
dengan memberlakukan undang-undang yang lebih baik, melatih hakim
berdasarkan gender, dan meningkatkan pengetahuan publik tentang hak-hak
perempuan. Diharapkan bahwa studi ini akan menjadi sumber daya bagi para
akademisi, pengacara, dan legislator saat mereka berupaya menciptakan sistem
hukum keluarga yang lebih adil dan berpusat pada perempuan.
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Abstrak

Sholeh, Itsnaini, Firdausi, Nuzula. 2025. Hak-Hak Perempuan Sesudah Perceraian
di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-
Undang). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama
Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Shofiatul Jannah,
M.HI. Pembimbing 2: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag.

Keywords: women's rights, divorce, Indonesia, Malaysia, Islamic law, comparative
studies

In Islamic civilization, divorce is the last resort to resolving domestic
disputes. However, in the context of legal protection, its impact especially on
women poses its own difficulties. The importance of guaranteeing women's rights
during divorce, including iddah, mut'ah, and hadhanah, is the basis for the
background of this research. Despite having a foundation in Islamic law, Indonesia
and Malaysia differ in the way they implement the protection of women's rights in
divorce in terms of laws, judicial processes, and legal interpretation. To assess the
efficacy and weaknesses in the legal systems of the two countries, a comparative
examination is needed.

The purpose of this study is to compare and analyze Indonesian and
Malaysian laws and regulations related to the rights of divorced wives from the
perspective of Islamic law and relevant laws and regulations. The data used in this
comparative normative law research comes from primary legal sources (such as the
Indonesian Marriage Law and the Compilation of Islamic Law and the Malaysian
Islamic Family Law), which are supported by secondary and tertiary legal sources.
Descriptive-comparative techniques are used to examine the data, which is
collected through a literature review.

The findings of the study show that although Malaysia and Indonesia have
implemented protection of women's rights after divorce, there are some significant
differences. The laws governing mut'ah, maintenance, maskan, and hadhanah , all
of which are based on the capacity of the husband, are more detailed and explicit in
Indonesia. However, in Malaysia, the application of these rights depends on the
decision of the Syariah Court and takes into account factors such as nusyuz. The
legal systems of the two countries have their own advantages and disadvantages, as
can be seen from other differences in the dispute resolution process and the limits
of court jurisdiction.

Although women's rights in divorce have received attention in both
countries, the results of the study highlight that there are still obstacles in the form
of cultural barriers, legal bias, and uneven implementation. According to the authors,
both countries can improve the standard of legal protection by enacting better laws,
training judges based on gender, and increasing public knowledge of women's rights.
It is hoped that this study will be a resource for academics, lawyers, and legislators
as they seek to create a more equitable and women-centered family law system.
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PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian

Suami istri memiliki kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan
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menghentikan ikatan pernikahan yang telah dibangun. Walaupun perceraian
diterima secara umum dalam Islam, akan tetapi Allah membencinya (Nazwa et
al., 2022). Istilah ini sering kali diucapkan oleh seorang penceramah atau
organisasi nasihat perkawinan bilamana memberi konseling kepada pasangan
yang bercerai (Budiman & Sari, 2022). Jika ditelusuri, ungkapan tersebut
bermula dari sebuah hadis Ibnu Umar ra yang diriwayatkan oleh Abii Dawiud
no. 2180 yang menjelaskan:

Sl ) g 2t

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Talaq” (H.R. Abu Dawud
dan Ibnu Majah).

Namun jika korelasi yang terus dipertahankan justru menimbulkan lebih
banyak dampak negatif daripada positif, maka perceraian bisa dipertimbangkan.
Dalam Islam, perceraian juga dinamakan dengan istilah “7Talaq”. Talag ialah
tindakan untuk menghapuskan ikatan pernikahan atau mengurangi keterikatan
antara suami dan istri dengan ucapan tertentu, yang memiliki tujuan untuk
memutuskan korelasi pernikahan dan mengakhiri status suami istri, serta
melepas ikatan pernikahan lewat ucapan 7alag yang serupa dengan itu (Nazwa
et al., 2022). Namun, dalam konteks perceraian ini, penting untuk

memperhatikan hak-hak perempuan yang berperan penting dalam memastikan
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keadilan gender dan melindungi perempuan dari kerentanan ekonomi dan sosial
sesudah perpisahan.

Pentingnya hak-hak perempuan dalam perceraian di negara-negara berbasis
hukum Islam mencerminkan keanekaragaman kerangka hukum dan praktik
budaya yang diimplementasikan. Hak-hak tersebut memainkan peran vital
dalam memastikan keadilan gender dan melindungi perempuan dari kerentanan
ekonomi serta sosial sesudah perceraian. Hak-hak sesudah perceraian, misalnya
nafkah iddah (pemeliharaan selama masa tunggu), nafkah mut’ah (kompensasi),
serta hak asuh anak dan harta benda, menjadi bagian dari upaya hukum untuk
menjaga kesejahteraan perempuan sesudah perpisahan. Perlindungan ini
berfungsi sebagai jaring pengaman yang membantu perempuan agar tidak
terjerumus dalam masa krisis hidup sesudah perceraian (Najichah, 2024).

Untuk memahami lebih dalam, kerangka hukum dalam hukum Islam sangat
berperan dalam menentukan perlindungan yang dapat diperoleh perempuan
sesudah perceraian. Pengadilan agama dan mahkamah syariah memiliki peran
signifikan dalam mengadili kasus-kasus perceraian, di mana keputusan dan
keadilan hakim menjadi penentu utama dalam penegakan hak-hak perempuan
(Kholidah et al., 2023). Walaupun beragam negara berbasis hukum Islam,
misalnya Indonesia dan Malaysia, memiliki persamaan dalam prinsip-prinsip
dasar, implementasinya bisa berbeda tergantung pada pendekatan hukum dan
interpretasi lokal. Hakim yang memegang peran sentral harus mampu
memastikan bahwasannya keadilan gender ditegakkan dan hak-hak perempuan

dilindungi dalam proses hukum (Putri, 2024).
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Sebagai contoh, sistem hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia memiliki
perbedaan dan persamaan penting terkait pernikahan dan perceraian, yang
ditentukan oleh kerangka budaya, agama, dan hukum yang mendasari masing-
masing negara. Kedua negara ini, yang mayoritas penduduknya beragama Islam,
memasukkan prinsip-prinsip syariat Islam ke dalam sistem hukum keluarga
mereka. Namun, pendekatan terhadap pernikahan dan perceraian di Indonesia
dan Malaysia mencerminkan tradisi hukum serta norma sosial yang berbeda.
Dalam hal hak-hak sesudah perceraian, baik Indonesia bahkan Malaysia
menjamin hak-hak tertentu bagi perempuan, misalnya dukungan keuangan
(nafkah) dan hak asuh anak. Walaupun demikian, rincian hak-hak ini dapat
berbeda antara kedua negara. Indonesia menyediakan kerangka hukum yang
lebih komprehensif dalam melindungi hak-hak perempuan sesudah perceraian
(Putri, 2024).

Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam menguraikan hak-hak istri dalam perceraian, antara
lain mut’ah, natkah, tempat tinggal, dan kiswah (pakaian). Keahlian finansial
dan kepatutan suami yang dinilai dari pendapatannya menentukan besar
kecilnya rumah dan kiswah. Jika pemeliharaan tidak diberikan, perempuan
tersebut dapat mengajukan tuntutan atas kelalaiannya. Pada pasal 149 KHI
mengamanatkan juga pemeliharaan iddah dan mut’ah sesudah perceraian,
namun tidak menentukan batas waktu pembayarannya (Dahlan et al., 2023).

Sebaliknya, di Malaysia, perceraian diatur dalam Islamic Family Law (State
of Selangor) Enactment 2003 yang memanajemen hak-hak suami istri sesudah

perceraian. Tunjangan iddah Talaq dapat diminta oleh pengadilan kecuali isteri
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dinyatakan nusyuz. Istri berhak mendapat nafkah selama iddah, kecuali ia
melakukan zina. Hak mantan istri atas penginapan memungkinkan dia untuk
tinggal di rumah mantan suami sampai dia menyediakan tempat tinggal lain.
Hak ini berakhir apabila masa iddahnya telah habis, ia menikah lagi, atau suami
berhasil mengajukan pengembalian rumah (Dahlan et al., 2023).

Walaupun kedua negara telah menjamin beberapa hak dasar bagi perempuan,
perempuan dalam proses perceraian di Indonesia dan Malaysia tetap
menghadapi tantangan signifikan. Tantangan ini berakar pada bias hukum dan
norma budaya, sering kali menyebabkan pelanggaran hak-hak mereka serta
dukungan yang tidak memadai sesudah perceraian. Salah satu dari beberapa
permasalahan yang dihadapi ialah bias hukum dan ketimpangan gender serta
tantangan ekonomi. Di Indonesia, perempuan yang ingin mengajukan gugatan
cerai sering harus memperoleh izin dari suami, yang menghambat kebebasan
mereka untuk memulai proses perceraian (Ramadhita, 2022). Keputusan dari
pengadilan agama juga kerap mencerminkan bias gender, mengakibatkan hasil
yang merugikan perempuan misalnya pemeliharaan minim dan hak mut’ah
yang tidak memadai. Sesudah perceraian, perempuan sering menghadapi
ketidakstabilan keuangan akibat dukungan finansial yang tidak mencukupi dari
mantan suami. Hal ini diperburuk oleh kegagalan pengadilan menegakkan hak
pemeliharaan (Kholidah et al., 2023). Masalah distribusi properti bersama,
utamanya dalam pernikahan poligami, juga memperumit situasi keuangan
perempuan yang bercerai (Marlina & Mubarak, 2022).

Menurut penjelasan di atas, maka terhadap suatu kajian yang lebih

mendalam perlu dilakukan terkait penetapan hak-hak perempuan sesudah
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perceraian di Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian, penulis sangat tertarik
membicarakan persoalan itu lewat karya ilmiah yang berjudul: “Hak-Hak
Perempuan Sesudah Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparatif
Hukum Islam Dan Undang-Undang)”. Studi ini akan memfokuskan
perbandingan antara Indonesia beserta Malaysia dalam membicarakan hak-hak
perempuan dalam konteks terkait perceraian. Analisis ini diharapkan memberi
pemahaman yang lebih dalam. Sistem hukum di dalam kedua negara itu

memanajemen hak-hak dari perempuan dalam suatu perceraian.

. Fokus Penelitian

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, penulis membuat beberapa
fokus penelitian di bawah ini:
1. Bagaimanakah ketentuan penetapan hak-hak istri sesudah perceraian di
Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Undang-Undang terhadap penetapan

hak-hak istri sesudah perceraian di Indonesia dan Malaysia?

. Tujuan Penelitian

Menurut fokus penelitian di atas, peneliti membuat beberapa tujuan

penelitian di bawah ini :

1. Menganalisis dan memahami ketentuan penetapan hak-hak istri sesudah
perceraian di Indonesia dan Malaysia.

2. Menganalisis ketentuan penetapan hak-hak istri sesudah perceraian di
Indonesia dan Malaysia selaras dengan Hukum Islam dan undang-undang

yang berlaku.
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D. Kegunaan Penelitian
Diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat teoritis dan praktis:
1. Manfaat Teoritis:

a. Menambah khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam,

REPOSITORY

khususnya yang terkait dengan hak-hak istri sesudah perceraian.
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Penelitian ini memperkaya literatur perbandingan hukum yang dapat
menjadi rujukan akademisi, peneliti, serta mahasiswa dalam memahami
dan mengevaluasi perbedaan ketentuan hukum di Indonesia dan
Malaysia.

b. Memberi analisis komprehensif terkait regulasi hak-hak istri sesudah
perceraian dalam konteks hukum Islam di dua negara dengan sistem
hukum yang berakar pada prinsip syariah, namun diimplementasikan
dengan pendekatan yang berbeda.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi para praktisi hukum, referensi dalam menuntaskan kasus-kasus
perceraian serta penetapan hak istri sesudah perceraian dapat menjadi
penelitian ini. Para praktisi bisa terbantu oleh pengetahuan
perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia guna memberikan
rekomendasi terinformasi dan tepat kepada klien.

b. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan pertimbangan untuk para pembuat kebijakan dalam merevisi atau
mengembangkan kebijakan terkait perlindungan hak-hak perempuan

pasca perceraian. Informasi pembanding dapat menjadi inspirasi dan
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Adopsi dari praktik-praktik terbaik dari masing-masing negara dapat
terwujud.
c. Bagi masyarakat luas, khususnya perempuan yang mengalami

perceraian, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang
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di Indonesia bahkan di Malaysia, sehingga mereka dapat membuat
keputusan yang lebih baik dan terinformasi dalam menjalani proses
hukum. proses hukum.
E. Definisi Istilah
Penulis akan menguraikan istilah-istilah yang dipakai dalam judul karya
ilmiah ini untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam memberi
penjelasan. Judul karya ilmiah ini yakni “Hak-Hak Perempuan Sesudah
Perceraian di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Hukum Islam
dan Undang-Undang)”. Adapun istilah-istilah yang perlu disampaikan ialah di
bawah ini:
1. Studi Komparatif
Studi Komparatif ialah dengan membandingkan peraturan perundang-
undangan yang ada dari satu atau lebih negara lain dengan sistem hukum
atau peraturan perundang-undangan suatu negara terkait topik yang sama,
termasuk juga putusan pengadilannya. Perbandingan terkait hukum ini
dapat dilakukan secara spesifik atau luas. Sasarannya ialah mengidentifikasi
persamaan serta perbedaan dari masing-masing sistem tersebut (Muhaimin,

2020). Dalam penelitian ini peneliti membandingkan terhadap hak-hak
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perempuan sesudah perceraian di Indonesia dan Malaysia menurut hukum
islam dan undang-undang yang berlaku.
2. Hak-hak perempuan.

Hak-hak perempuan ialah hak yang secara khusus diberikan kepada
perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang termasuk hak untuk
memperoleh perlindungan, keadilan, dan mencukupi kebutuhan, baik dalam
kehidupan pribadi, keluarga, bahkan masyarakat (Nasriah et al., 2021).
Dalam karya ilmiah ini yang dimaksud ialah hak-hak perempuan sesudah
perceraian.

3. Sesudah Perceraian.

Sesudah perceraian Merujuk pada jangka waktu sesudah berakhirnya
pernikahan lewat proses perceraian, di mana timbul konsekuensi hukum
yang harus dicukupi oleh mantan pasangan, misalnya hak nafkah, hak asuh
anak, dan pembagian aset (Nasriah et al., 2021). Dalam penelitian ini
peneliti lebih berfokus pada natkah iddah, mut’ah serta hadhanah.

F. Metode Penelitian

Istilah "metode" mengacu pada proses melakukan sesuatu secara sistematis.
"Penelitian" dalam bahasa Inggris berarti "mencari kembali" kebenaran
(Muhaimin, 2020). Metode penelitian adalah rangkaian langkah sistematis
dalam menemukan kebenaran dari suatu studi, yang dimulai dari pemikiran
awal yang melahirkan rumusan masalah dan hipotesis sementara. Proses ini
didukung oleh hasil penelitian sebelumnya, sehingga data yang diperoleh dapat
diolah dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan (Syafrida hafni

sahir, 2022).
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1.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Bambang
Sunggono, umumnya penelitian hukum normatif “hanya” sebuah studi
dokumen memakai sebuah sumber bahan hukum seperti aturan perundang-
undangan, ketentuan, atau keputusan dan mengkaji asas-asas, sistematika,
sejarah, perbandingan, dan taraf sinkronisasi hukum (Muhaimin, 2020).

Dalam Penelitian ini meneliti seputar perbandingan hukum antara
Indonesia dan Malaysia, dengan memakai bahan berupa aturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia dan Malaysia.
Pendekatan Penelitian

Untuk mempelajari hukum, penelitian ini memakai pendekatan
komparatif. Ini berarti membandingkan undang-undang negara tertentu
dengan undang-undang negara lain yang berhubungan dengan masalah yang
selaras, ataupun melakukan perbandingan aturan daerah ataupun hukum
adat pada lokasi dengan hukum wilayah negara lain.

Pada kajian ini meneliti terkait membandingkan hukum antar Indonesia
serta Malaysia seputar kewajiban perempuan sesudah perceraian.
Sumber Hukum.
Kajian ini akan memakai suatu bahan hukum dari tiga kategori yaitu bahan
hukum primer, hukum sekunder, serta hukum tersier. Berbagai sumber dari
ketiga kategori ini akan digunakan sebagai bahan penelitian. Yakni:

Sumber data utama atau primer penelitian ini ialah undang-undang,
peraturan pemerintah, al-Qur'an, hadis, dan kitab imam madzhab. Namun,

dalam penelitian ini peneliti memakai Undang-Undang Perkawinan Nomor
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1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam serta Hukum
Keluarga Islam (Negara Selangor) 2003.

Bahan hukum sekunder berasal pada bahan hukum primer, misalnya
buku serta jurnal hukum yang berhubungan dengan subjek tersebut.
Sebaliknya, publikasi terkait hukum yang tidak termasuk dokumen yang
resmi, misalnya teks, buku, jurnal, kamus, serta komentar atas putusan
pengadilan, dianggap sebagai bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier dipakai guna mendukung bahan hukum primer
serta sekunder, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia serta

ensklopedia hukum.

. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mencari data sebagai bahan atau referensi dengan memakai
metode pengumpulan data. Penelitian ini melakukan studi pustaka dengan
mengumpulkan beragam referensi atau bahan bacaan, misalnya buku dan
undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Sesudah referensi
atau bahan bacaan terkumpul, dilakukan penelusuran terhadap beragam
aspek yang perbedaan. Selanjutnya, pendapat-pendapat tersebut
dibandingkan untuk menemukan titik terang dalam permasalahan yang

dikaji dalam penelitian ini.

. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

Adapun metode analisis yang dipakai dalam penulisan penelitian ini
adalah Metode Deskriptif Komparatif adalah suatu metode di mana setelah
semua data yang sudah terkumpul, terus menjelaskan segala bentuk

perbedaan pendapat yang ada, kemudian di antara pendapat tersebut
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dibandingkan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya dan akhirnya
ditemukan kesimpulannya. Dalam penelitian ini menjelaskan perbedaan
antara undang-undang yang mengatur hak-hak perempuan setelah

perceraian di Malaysia dan Indonesia.

REPOSITORY

G. Penelitian Terdahulu

University of Islam Malang

Berikut merupakan penelitian terdahulu dengan topik yang berkorelasi
dengan penelitian ini, sehingga dijadikan acuan dalam penelitian ini:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mareta Sumekri (2022) dalam
penelitiannya yang berjudul “Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah
Mddhiyah Terhadap Istri Sesudah Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia”
(Sumekri, 2022). Jenis penelitian ini merupakan Kualitatif, dengan memakai
metode pendekatan studi pustaka (library research). Persamaan penelitian
sebelumnya dengan penelitian ini ialah terletak pada fokusnya terhadap hak
ekonomi perempuan sesudah perceraian di Indonesia dan Malaysia, serta
penggunaan metode komparatif untuk mengidentifikasi kesamaan dan
perbedaan dalam regulasi dan implementasi hukum terkait. Sedangkan
perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini pada aspek hak yang
dikaji. Penelitian pertama fokus pada natkah mddhiyah, yakni hak istri atas
nafkah yang belum terpenuhi selama pernikahan, sedangkan penelitian kedua
menyoroti nafkah iddah, mut’ah serta hadhanah, yang merupakan pemberian
khusus sesudah perceraian. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam aspek
perlindungan ekonomi bagi perempuan sesudah perceraian yang diatur oleh

kedua negara.

<
=
N
=
=
=
=
©
wid
o
o
=
©
T
©




REPOSITORY

University of Islam Malang

<
=
N
=
=
=
=
©
wid
o
o
=
©
T
©

12

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nerisma Eka Putri (2024) dalam
penelitiannya yang berjudul “Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam
Perundang-undangan Negara Muslim (Indonesia, Malaysia, Mesir, Dan
Turki)”. Penelitian ini memakai pendekatan library reserch (Putri, 2024).
Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah antara kedua
penelitian terletak pada fokusnya terhadap perlindungan hak-hak perempuan
sesudah perceraian. Keduanya mengkaji bagaimana hukum syariah dan
peraturan-undangan nasional memberi jaminan terhadap hak perempuan,
misalnya hak nafkah, pengasuhan anak, dan hak lain yang berkorelasi.
Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah
mencakup wilayah dan pendekatan analisis. Penelitian pertama mencakup
perbandingan di empat negara dengan konteks sosial-budaya dan sistem hukum
yang beragam, sementara penelitian ini lebih mendalam pada kasus di Indonesia
dan Malaysia dengan analisis yang lebih terfokus. Selain itu, penelitian pertama
juga menyoroti dinamika hukum di negara-negara non-Asia misalnya Mesir dan
Turki, yang memiliki perbedaan mencolok dalam pemberlakuan hukum
keluarga Islam dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Marlina dan Haris Mubarak
(2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Joint Property After Divorce In
Polygamous Marriage: Comparative Research In Indonesia And Malaysia™.
Jenis penelitian ini merupakan Kualitatif, dengan memakai metode pendekatan
studi pustaka (library research) (Marlina & Mubarak, 2022). Persamaan
penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah kedua penelitian terletak pada

fokusnya yang membandingkan perlindungan hukum terhadap perempuan
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sesudah perceraian di Indonesia dan Malaysia. Keduanya memakai pendekatan
hukum komparatif untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan implementasi
hukum di kedua negara yang sama-sama berlandaskan syariah tetapi memiliki
sistem hukum yang berbeda. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya
dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup pembahasan. Penelitian
pertama terfokus secara spesifik pada kasus perceraian dalam pernikahan
poligami dan pemberlakuannya terhadap pembagian harta bersama, sementara
penelitian ini mencakup hak perempuan dalam perceraian.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abd Rahman Dahlan, RR Dewi
Anggraeni, Fathinuddin, Azizah, Nur Rohim Yunus, Aliyeva Patimat
Shapiulayevna (2023) dengan penelitiannya yang berjudul “7The Rights of Wife
in Divorce in The Decision of Religious Courts in Indonesia and Sharia Courts
in Malaysia”. Penelitian ini memakai penelitian yuridis normatif (Dahlan et al.,
2023). Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah kedua
penelitian ini fokus pada hak-hak perempuan sesudah perceraian di Indonesia
dan Malaysia, serta penggunaan pendekatan komparatif untuk mengidentifikasi
kesamaan dan perbedaan perlindungan hukum di kedua negara. Penelitian ini
berbeda dari penelitian sebelumnya sebab penelitian ini membicarakan hak

nafkah iddah, mut’ah, dan hadhanah perempuan sesudah perceraian.

. Sistematika Pembahasan

Studi ini akan dibagi menjadi 5 bab, dengan penjelasan yang mendalam di

masing-masing bab. Di antara urutan lima bab terdiri dari:
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Menguraikan sejarah penelitian, termasuk konteks, fokus, tujuan,
dan kegunaan penelitian, serta definisi dan metode penelitian,

serta pembahasan sistematis dari penelitian sebelumnya.

Bab dua : Membicarakan terkait konsep perceraian dalam Islam, konsep hak-

Bab tiga

Bab empat :

Bab Lima :

hak perempuan sesudah perceraian prespektif hukum Islam.

: Membicarakan terkait sejarah  hak-hak perempuan sesudah

perceraian di Indonesia dan Malaysia. Pada bab ini juga
menjelaskan terkait ketentuan hak-hak perempuan sesudah
perceraian di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 terkait Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum
Islam (KHI) serta hak-hak perempuan sesudah perceraian di
Malaysia menurut Islamic Family Law (State of Selangor)
Enactment 2003.

Membicarakan terkait bagaimana hak-hak istri sesudah perceraian
di Indonesia dan Malaysia diatur selaras dengan hukum Islam dan
undang-undang.

Merupakan bab terakhir berupa penutup, di dalamnya berisi terkait

kesimpulan dan saran-saran.



BAB YV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
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Ketentuan penetapan hak-hak istri pasca perceraian di Indonesia dan

University of Islam Malang

Malaysia memiliki kesamaan dalam prinsip dasar yaitu berlandaskan hukum
Islam, namun berbeda dalam implementasi teknis. Di Indonesia, hak-hak seperti
nafkah iddah, mut’ah, dan hadhanah diatur secara normatif melalui Undang-
Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),
dengan rincian yang eksplisit namun bergantung pada inisiatif istri dalam
mengajukan tuntutan ke pengadilan. Sementara di Malaysia, penetapan hak-hak
tersebut diatur dalam Islamic Family Law Enactment masing-masing negara
bagian, seperti di Selangor, yang memberikan kewenangan besar kepada
Mahkamah Syariah untuk menilai kondisi kasus, termasuk faktor seperti nusyuz,
sebelum memutuskan hak-hak istri. Sistem di Malaysia juga dilengkapi dengan
dukungan kelembagaan seperti Baitulmal (BSK) untuk membantu perempuan
yang tidak mendapat nafkah. Dengan demikian, meskipun keduanya mengakui
hak-hak dasar perempuan pasca perceraian, pendekatan Malaysia lebih fleksibel
dan institusional dalam menjamin pelaksanaannya.

Dalam perspektif hukum Islam, pemberian hak-hak perempuan sesudah
perceraian memiliki tujuan untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan
kehormatan perempuan. Namun, dalam implementasinya, perempuan di
Indonesia dan Malaysia tetap menghadapi sejumlah tantangan, misalnya bias
hukum dalam putusan pengadilan, lemahnya pelaksanaan pemberian nafkah,

serta kesulitan ekonomi sesudah perceraian. Di Malaysia, keberadaan Badan
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Sokongan Keluarga berperan penting dalam memperkuat perlindungan hak
nafkah sesudah perceraian, sedangkan di Indonesia belum terdapat lembaga
serupa secara nasional sehingga penegakan hak natkah masih bergantung pada

inisiatif individu. Dengan demikian, diperlukan pembaruan hukum dan

REPOSITORY

penguatan mekanisme perlindungan di kedua negara agar hak-hak perempuan

University of Islam Malang

sesudah perceraian dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan merata.
Berdasarkan analisis komparatif terhadap hak-hak perempuan pasca
perceraian di Indonesia dan Malaysia, penulis menyimpulkan bahwa sistem
hukum di Malaysia memberikan perlindungan yang lebih aplikatif dan responsif
terhadap kondisi riil perempuan yang bercerai. Selain mekanisme peradilan
yang mempertimbangkan konteks seperti nusyuz secara lebih adil melalui
Mahkamah Syariah, Malaysia juga memiliki lembaga Baitulmal (BSK) yang
secara langsung dapat memberikan bantuan nafkah kepada perempuan yang
tidak memperoleh pemenuhan hak dari mantan suami. Keberadaan BSK
menunjukkan komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan perempuan
pasca perceraian secara konkret. Oleh karena itu, penulis lebih cenderung

menyetujui pendekatan hukum yang diterapkan di Malaysia.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Legislatif
Melakukan harmonisasi dan penguatan hukum yang lebih khusus
untuk melindungi hak-hak perempuan sesudah perceraian, termasuk
mekanisme untuk melaksanakan keputusan pengadilan tentang hak nafkah
dan hak-hak lainnya.

2. Bagi Masyarakat, Khususnya Perempuan
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Diharapkan agar perempuan memiliki pengetahuan hukum yang
cukup terkait hak-hak mereka dalam perceraian, serta pentingnya
pendokumentasian proses hukum untuk perlindungan hukum jangka

panjang.

. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian selanjutnya bisa memperluas cakupan penelitian
dengan memberikan dimensi praktik pengadilan dan studi lapangan guna
melihat realitas implementasi hak-hak perempuan sesudah perceraian

secara langsung di masyarakat.
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